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SA 21 NA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 484 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PROGRAM ARSIP VITAL
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan
keberadaan arsip vital bagi keberlangsungan arsip di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
perlu dilakukan program arsip vital di setiap unit kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis
Program Arsip Vital di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4426);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
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Umum  Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PROGRAM ARSIP VITAL DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Program Arsip Vital di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Arsip
Vital.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2024

_ . KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd.

HASYIM ASY’ARI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 484 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PROGRAM ARSIP
VITAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM ARSIP VITAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Arsip vital merupakan salah satu sumber informasi yang dipercaya,
menjadi bukti autentik dan resmi dalam pertanggungjawaban
pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kebangsaan serta menjadi
sumber kesejarahan. Atas dasar hal tersebut, pemerintah melalui Pasal 56
ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
menyatakan bahwa lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan
tinggi negeri, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib membuat program arsip vital. Salah
satu tujuan penyelenggaraan program arsip vital ini yaitu untuk
melindungi, mengamankan, dan menyelamatkan arsip yang sangat
penting. Program arsip vital harus didukung oleh penetapan arsip vital
berupa daftar sebagai acuan pengelolaan arsip vital. Pelaksanaan
pengelolaan arsip vital yang terprogram secara otomatis akan melindungi,
mengamankan dan menyelamatkan dokumen/arsip vital ketika terjadi

bencana.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan guna memperoleh kesamaan
pemahaman dalam melakukan identifikasi, perlindungan, pengamanan,
penyelamatan, dan pemulihan arsip vital di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Pedoman Teknis Program Arsip
Vital Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai panduan bagi KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi unit kerja dalam
rangka melaksanakan pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan
penyelamatan arsip vital yang tercipta di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
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Tujuan disusunnya pedoman ini sebagai berikut:

1.

mewujudkan pengelolaan arsip vital yang mampu menjamin
tersedianya arsip vital dengan cepat, tepat, dan aman sesuai dengan
pedoman program arsip vital;

menjamin keselamatan dan keamanan arsip vital sebelum maupun
sesudah bencana;

mendukung dan memperlancar penyelenggaraan administrasi; dan
mendukung layanan publik melalui akses informasi publik yang

bersumber dari arsip vital.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini berlaku terhadap arsip dinamis yang meliputi:

o o R b=

prosedur pengelolaan arsip vital,;
pelindungan dan pengamanan arsip vital;
penyelamatan dan pemulihan arsip vital,
sumber daya manusia;

sarana dan prasarana; dan

ketentuan akses arsip vital.

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaga Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4226);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); dan

6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Indonesia
Nomor 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan 02 TAHUN 2012 tentang

Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.
E. Pengertian Umum

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
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10.

11.

12.

13.

14.

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus.

Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun.

Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan
dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat
diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan
hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

Daftar Arsip Vital adalah daftar yang sekurang-kurangnya memuat
nomor urut, kode klasifikasi, deskripsi arsip vital, tahun, volume,
tingkat keaslian dan keterangan.

Identifikasi Arsip Vital adalah kegiatan pendataan dan penentuan
arsip yang memenuhi kriteria sebagai arsip vital.

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan
otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di
bidang pengelolaan arsip dinamis.

Pemencaran (Dispersal) adalah metode pelindungan arsip vital
dengan melakukan pemencaran arsip hasil duplikasi (copy back up)
ke tempat penyimpanan arsip pada lokasi yang berbeda.

Pemulihan Arsip Vital adalah suatu kegiatan perbaikan fisik arsip
vital yang rusak akibat bencana atau lainnya.

Pendataan Arsip Vital adalah kegiatan pengumpulan data tentang
jenis, jumlah, media, lokasi, dan kondisi ruang penyimpanan arsip.
Pengamanan Arsip Vital adalah suatu kegiatan melindungi arsip vital
baik fisik maupun informasinya terhadap kemungkinan kehilangan
dan kerusakan.

Penyimpanan Khusus (Vaulting) adalah metode pelindungan arsip
vital dengan melakukan penyimpanan arsip pada tempat atau sarana

khusus.
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15.

16.

17.

Pelindungan Arsip Vital adalah suatu kegiatan untuk mengamankan,
menyelamatkan, dan memulihkan arsip vital dari kerusakan, hilang
atau musnah baik secara fisik maupun informasi yang diatur melalui
suatu prosedur tetap.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang
berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan

kearsipan.
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BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM ARSIP VITAL

Program Arsip Vital meliputi beberapa tahapan bertujuan untuk memandu
pengelola Arsip Vital dalam pelaksanaan pengelolaan program Arsip Vital.
Kegiatan pengelolaan Arsip Vital dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

A. Prosedur Pengelolaan

1) Identifikasi, memuat: analisis organisasi, pendataan, pengolahan,
dan penentuan Arsip Vital.

2) Penataan Arsip Vital, meliputi: pemeriksaan, menentukan indeks
berkas, penggunaan tunjuk silang, pelabelan, dan penempatan arsip.

3) Menyusun Daftar Arsip Vital yang ada di unit kerja.

B. Pelindungan dan Pengamanan Arsip Vital

1) Metode pelindungan Arsip Vital, meliputi: duplikasi, pemencaran,
dan dengan peralatan khusus (vaulting).

2) Pengamanan fisik Arsip Vital, mencakup: sistem keamanan ruang
penyimpanan, tingkat ketinggian penempatan, struktur bangunan,
dan penggunaan ruang.

3) Pengamanan informasi Arsip, meliputi: menjamin penggunaan oleh
pihak yang berhak, memberi kode rahasia, dan menetapkan
spesifikasi hak akses.

C. Penyelamatan dan Pemulihan

1) Penyelamatan, meliputi: evakuasi Arsip Vital, identifikasi jenis Arsip,
dan pemulihan kondisi (recovery).

2) Pemulihan (recovery), meliputi: stabilisasi dan pelindungan Arsip
yang dievakuasi, penilaian tingkat kerusakan dan spesifikasi
kebutuhan pemulihan, pelaksanaan penyelamatan, prosedur

penyimpanan kembali, dan evaluasi.

D. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia kearsipan pengelola Arsip Vital adalah
Arsiparis/Pengelola Arsip yang diberi kewenangan untuk mengelola
central file dan mengelola Arsip Vital di lingkungan eselon II atau eselon III
tertentu dimana Arsiparis/Pengelola Arsip tersebut ditempatkan. Sumber
Daya Manusia pengelola Arsip Vital selain mengelola Arsip Vital juga wajib

melaporkan setiap adanya penambahan ataupun pengurangan berkas
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Arsip Vital yang ada di unit kerjanya kepada unit kearsipan dengan

melampirkan daftar Arsip Vital yang dikelola.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam melaksanakan program

arsip vital terdiri dari:

1.

Ruang Penyimpanan

Ruang penyimpanan Arsip Vital di setiap eselon II dan eselon III

tertentu di lingkungan menyatu dengan ruang central file.

Filing Cabinet

Filing cabinet adalah sarana untuk menyimpan Arsip Vital, memiliki

karakteristik tidak mudah terbakar (memiliki daya tahan sekurang-

kurangnya 4 (empat) jam kebakaran), kedap air, dan dapat dikunci.

Horizontal Cabinet

Horizontal cabinet adalah sarana untuk menyimpan arsip vital

berbentuk peta atau rancang bangun, memiliki karakteristik tidak

mudah terbakar (memiliki daya tahan sekurang-kurangnya 4 (empat)

jam kebakaran), kedap air, dan dapat dikunci.

Mini Roll O’Pack

Mini roll o’pack adalah sarana untuk menyimpan berkas perorangan,

memiliki karakteristik tidak mudah terbakar (memiliki daya tahan

sekurang-kurangnya 4 (empat) jam kebakaran), kedap air, dan dapat

dikunci.

Pocket File

Pocket file adalah sarana untuk menyimpan Arsip Vital yang

bermediakan kertas, terbuat dari karton manila dengan bentuk

seperti map menyerupai amplop besar.

Untuk Arsip Vital non kertas penyimpanannya menggunakan tempat

penyimpanan yang bebas medan magnet terutama untuk jenis arsip

elektronik atau magnetik serta memiliki pengatur suhu yang sesuai

untuk jenis media arsip.

Kertas Label

a. Kertas stiker yang digunakan untuk menuliskan indeks atau
judul berkas Arsip Vital untuk dilekatkan pada pocket file; dan

b. Label sebaiknya mempergunakan kertas yang berkualitas baik
dan berwarna terang sehingga tidak mudah rusak, dan mudah

dibaca.
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Daftar Arsip Vital

Daftar Arsip Vital yang dibuat harus seragam demi tertibnya

pengelolaan arsip di lingkungan KPU, dengan format sebagaimana

berikut ini:

Contoh Format Daftar Arsip Vital

DAFTAR ARSIP VITAL
UNIT KERJA :
NO | JENIS TINGKAT KURUN MEDIA JUMLAH JANGKA LOKASI METODE KET
ARSIP | PERKEMBA | WAKTU SIMPAN SIMPAN PELINDU
NGAN NGAN
a b c d e f g h i j
Keterangan:
a. Nomor diisi dengan nomor urut Arsip Vital,;
b. Jenis arsip diisi dengan jenis Arsip Vital yang telah didata;
C. Tingkat Perkembangan diisi dengan tingkat perkembangan Arsip Vital,;
d. Kurun waktu diisi dengan tahun Arsip Vital tercipta;
e. Media diisi dengan jenis media rekam Arsip Vital;
f. Jumlah diisi dengan banyaknya Arsip Vital misal 1
(satu) berkas;
g. Jangka simpan diisi dengan batas waktu sebagai Arsip Vital;
h. Lokasi simpan diisi dengan tempat Arsip Vital tersebut
disimpan,;

Metode Pelindungan

Keterangan

diisi dengan jenis metode pelindungan sesuai

dengan kebutuhan media rekam yang
digunakan; dan
diisi dengan informasi spesifik  yang

belum/tidak ada dalam kolom yang tersedia
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9. Out Indicator

-10 -

Out indicator adalah alat yang digunakan untuk menandai adanya

arsip yang keluar dari tatanan penyimpanan filing cabinet dalam

bentuk formulir.

Contoh Out Indicator

No. NAMA JENIS | KODE TGL PARAF TGL PARAF
PEMINJAM | ARSIP | ARSIP | PINJAM | PEMINJAM | KEMBALI | KEMBALI

a b C d e f g h

Keterangan :

a. Nomor diisi dengan nomor urut Arsip Vital yang keluar dari

tatanan penyimpanan;

b. Nama Peminjam diisi dengan nama peminjam Arsip Vital,

c. Jenis Arsip diisi dengan jenis Arsip Vital yang dipinjam;

d. Kode Arsip diisi dengan kode Arsip Vital;

e. Tanggal Pinjam diisi dengan tanggal peminjaman Arsip Vital;

f.  Paraf Peminjam diisi dengan paraf peminjam;

g. Tanggal Kembali diisi dengan batas waktu peminjaman Arsip Vital;

h. Paraf Kembali diisi dengan paraf pengembalian.

10. Indeks

Penentuan indeks atau kata tangkap dapat berupa: subyek, nama

tempat/lokasi atau identitas lainnya.

11. Tunjuk Silang

Digunakan apabila:

a. terjadi perubahan nama orang atau pegawai;

b. berkas Arsip Vital memiliki lampiran tetapi berbeda media

sehingga penyimpanannya berbeda; dan

c. memiliki keterkaitan dengan berkas lain.
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CONTOH FORMULIR TUNJUK SILANG

Indeks : Kode : Tanggal :
Nomor :

Indeks : Kode : Tanggal :
Nomor :

KETENTUAN AKSES ARSIP VITAL

Ketentuan yang dapat mengakses Arsip Vital terdiri dari 2 (dua) pengguna

yaitu pengguna di lingkungan internal dan pengguna dari lingkungan

eksternal instansi sebagai berikut:

A. Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi

1. Penentu Kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk

mengakses seluruh Arsip Vital yang berada di bawah

kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Ketua KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk
mengakses  seluruh  Arsip Vital sesuai  wilayah
kewenangannya;

Pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan
level tertinggi), yaitu Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang
Dukungan Teknis, Deputi Bidang Administrasi, Inspektur
Utama, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk
mengakses Arsip Vital di bawah kewenangannya, namun
tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat
pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan
unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin
dari pimpinan tertinggi;

Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah

pimpinan level tinggi), yaitu Pejabat Eselon II dan III
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mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip
Vital di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak
akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level
tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar
unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan
tingkat tertinggi dan tingkat tinggi.
Pelaksana Kebijakan, yaitu Pejabat Eselon IV, Arsiparis, dan
pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh Arsip Vital yang berada di bawah kewenangannya
dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses
untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan
sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi,
pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level menengah, dan yang
satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan
izin.
Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan
fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh

Inspektorat.

B. Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal

1.

Publik mempunyai hak untuk mengakses Arsip Vital setelah
mendapat ijin dari Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua
KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kewenangannya.
Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh
Arsip Vital pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan
fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan
Keuangan Pembangunan (BPKP), contohnya ketika BPK sedang
dalam tugas mengaudit.

Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip
Vital pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau
proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka

melaksanakan fungsi penegakan hukum, contohnya ketika

jdih.kpu.go.id
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pihak penegak hukum sedang menangani tindak pidana

korupsi.
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BAB III
PENUTUP

Pedoman Program Arsip Vital ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan
dan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam

melaksanakan Pengelolaan Program Arsip Vital di lingkungannya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

jdih.kpu.go.id
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